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BAB V 

           PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

yang merupakan penelitian yang ditemukan dilapangan. Maka pada bab ini 

selanjutnya akan disimpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan 

Implementasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan 

Dan Anak Di Kota Gororntalo. 

 Berdasarkan hasil penelitian terkait fokus dan sub fokus penelitian yaitu 

bagaimana Implementasi Kebjakan Pemerintahan Dalam Mengatasi Kekerasan 

Perempuan Dan Anak Di Kota Gorontalo dan Faktor-faktor yang menentukan 

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan 

Dan Anak. Dilihat berdasarkan proses impementasinya, kebijakan ini telah 

berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 

2016. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu didalam proses bentuk 

perlindungan dan kurangnya upaya pencegahan kekerasan karena dapat 

menjadikan perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan mengalami 

kekerasan. 

 Selain itu dilihat dari faktor yang menentukan dalam Implementasi 

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kekerasan Perempuan Dan Anak Di 

Kota Gorontalo sudah dijalankan dengan baik dan juga sudah sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan. Namun, diperlukan adanya beberapa peningkatan di dalam 
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hal menjalin komunikasi dengan masyarakat serta peningkatan pengelolaan SDM 

agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif. 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka berikut beberapa masukan dari 

peneliti 

1). Dalam upaya melindungi Perempuan dan Anak, masyarakat harus tahu 

terlebih dahulu bagaimana bentuk perlindungan Perempuan dan Anak. 

Maka perlu adanya pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan 

anak, serta peningkatan dalam sosialisasi dan komunikasi dengan seluruh 

masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui iklan maupun media 

sosial. Dan informasi yang diberikan harus mudah untuk dipahami agar 

seluruh lapisan masyaraskat paham akan informasi yang telah diberikan. 

2). Sumber Daya yang dimana dalam hal ini SDM sudah dilaksanakan dengan 

baik. Namun, perlu adanya penembahan tenaga ahli pada bagian hukum 

dan rohani utnuk peningkatan kualitas. 
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